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RINGKASAN

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Sebagai penegak

hukum, seorang hakim harus memiliki integritas tinggi, moral dan etika yang

lebih baik. Didalam Pasal 24 C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan “Hakim konstitusi harus

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai

pejabat negara”. Ketentuan pasal tersebut mengandung makna, bahwa

perilaku hakim konstitusi, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya

dituntut untuk memiliki integritas dan profesionalitas dalam memeriksa dan

memutus perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. Bahkan agar supaya

konsentrasi dalam mengawal konstitusi, hakim konstitusi dilarang merangkap

jabatan apapun.

Untuk menjaga integritas profesi hakim konstitusi tersebut, maka

perilaku hakim dibingkai dengan kode etik hakim, yang menjadi acuan dan

pedoman perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara-

perkara ketatanegaraan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu,

keberadaan kode etik hakim sebagai pedoman perilaku hakim sangat penting

dan mutlak. Sebagai norma etik tentunya berfungsi sama dengan norma-

norma yang lain, kecenderungan dilanggar sangat mungkin terjadi.

Didasari oleh resiko profesi hakim yang sangat rawan terhadap

kemungkinan adanya godaan dari pihak yang berperkara, dan untuk menjaga

harkat dan keluhuran martabat hakim konstitusi maka diperlukan pengawasan

yang independen dan efektif berfungsi sebagai checks and balances. Sebagai

penegak hukum seorang hakim dituntut dapat memberikan rasa keadilan

hukum untuk semua pencari keadilan.

Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2 tahun 2013 Tentang Dewan Etik dan Peraturan Mahkamah
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Konstitusi Nomor 3 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi telah berupaya menghadirkan pengawas internal yang berfungsi

sebagai pengawas hakim konstitusi. Pengawasan yang dilakukan lebih

banyak menunggu pengaduan dari masyarakat. Pengawasan seharusnya

dilakukan secara rutin, ketat agar efektif dan dilengkapi perangkat

penindakan seperti halnya yang dilakukan oleh KPK.

Pelanggaran yang terjadi dengan operasi tangkap tangan (ott) oleh

KPK terhadap Akil Mochtar dan Patrialis Akbar menunjukan pengawasan

hakim konstitusi tidak efektif. Ada sisi pengawasan yang sangat lemah.

Keterbatasan Dewan Etik yang hanya diberi kewenangan memberi teguran

saja itu pasti pengawasan tidak akan berfungsi dengan baik. Tidak akan

menimbulkan rasa takut dan ujung-ujungnya terjadi pelanggaran. Mahkamah

Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir UUD 1945, memiliki kewenangan

yang sangat besar. Kalau kita perhatikan lembaga-lembaga negara yang ada

di Indonesia hampir semua lembaga memiliki pengawas eksternal yang

selama ini berjalan sesuai tugas dan tanggung jawabnya, walaupun masih

terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu terjadi disebabkan kewenangan

pengawasan yang tidak seimbang.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dan

penafsir konstitusi seharusnya diawasi oleh lembaga pengawas eksternal,

yang memiliki kesetaraan kewenangan, dan memiliki kesamaan wibawa, agar

pengawasan dapat dilakukan secara efektif. Urgensi kehadiran lembaga

pengawas eksternal yang dilakukan lembaga pengawas independen terhadap

hakim konstitusi sangat dibutuhkan sebagai sarana checks and balances.

Urgensi kehadiran lembaga pengawas eksternal bagi hakim konstitusi

ini secara filosofis didasari oleh kenyataan bahwa pengawasan hakim

konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2013

tentang Dewan Etik dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun
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2014 tentang Majelis Kehormatan Dewan, dalam menjalankan tugasnya dan

kewenangannya tidak efektif, sehingga terjadi pelanggaran kode etik oleh

oknum hakim konstitusi, yang mengakibatkan tercederainya rasa keadilan

hukum masyarakat.

Pengawasan yang ada selama ini ternyata tidak dapat menyentuh

Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi merasa bahwa apa

yang dipikirkan dan dilakukan tidak akan ada yang berani menyentuh dan

mengganggu. Merasa pengawasan itu tumpul, menyebabkan perilaku yang

melanggar etika dan hukum itu semakin berani yang pada akhirnya

tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Filosofi nya”jangan masuk

lubang yang sama” artinya kejadian yang telah terjadi di Mahkamah

Konstitusi harusnya menjadi bahan pelajaran yang tidak boleh terulang lagi

dengan kejadian yang sama.

Untuk mengantisipasi kejadian berikutnya supaya tidak terjadi, maka

saya mengusulkan adanya pengawasan eksternal yang independen dan

dinormakan dalam UUD NRI 1945. Alasan mengapa harus diatur dalam

UUD NRI 1945 dikarenakan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan

mengoreksi dan membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sesuai

dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan dinormakan ke dalam

UUD NRI 1945 tentu Mahkamah Konstitusi akan kesulitan merubah atau

membatalkan undang-undang pengawasan eksternal hakim konstitusi. Kode

etik hakim konstitusi perlu diatur dalam undang-undang agar tidak mudah

dirubah. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diawasi pasti tidak

akan tinggal diam. Segala upaya membatalkan pasti akan dilakukan.

Pentingnya pengawasan yang kuat sebenarnya menguntungkan Mahkamah

Konstitusi karna ada lembaga yang membantu menjaga kewibawaan dan

keluhuran hakim konstitusi dengan harapan tidak terjadi pelanggaran etika
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maupun pelanggaran hukum yang dapat memberikan rasa keadilan hukum

bagi semua pencari keadilan di Indonesia.
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ABSTRACT
Article 24C paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of

Indonesia confirms that: "Constitutional Justices must have fair integrity and
personality, statesmen, who mastering the constitution and state
administration and do not double as state officials. " The meaning is that the
behavior of constitutional judges in carrying out their duties and functions
must be in accordance with Article 24C paragraph (5) the Constitution of the
Republic of Indonesia of 1945.

The problem is the occurrence of a violation of the code of ethics and
law carried out by individual constitutional judges as a result of internal
supervision (the Ethics Council and the Honorary Council of the
Constitutional Court) which are considered ineffective.

The urgency of the presence of an institution of external supervisory
for this constitutional judge is philosophically based on the fact that the
supervision of constitutional judge based on the Constitutional Court
Regulation Number 2 of 2013 concerning the Ethics Council and the
Constitutional Court Regulation Number 2 of 2014 concerning the Honorary
Council of the Constitutional Court in carrying out its duties and authorities
is not effective, so a violation of the code of ethics by a constitutional justice.

These problems have two main objectives: the first is to analyze and
find the urgency of the need for external supervision of the Constitutional
Court Judges of the Republic of Indonesia in carrying out their duties and
functions, the second is to analyze and find the form and mechanism of
external supervision of the Constitutional Court Judges of the Republic of
Indonesia in carrying out their duties and functions.

Regarding the two legal issues, this research applied normative
juridical research, while the approach in research is the legal approach, case
approach, philosophical approach, comparative approach, conceptual
approach, and concludes that: In carrying out its authority and duties the
Constitutional Court receives internal supervision by Ethic Councils.In any
perspective, the Councils’ Position of Ethicsis not right, their authority is
very limited (unbalanced) with the supervised institution (Constitutional
Court). The form of supervision of the Constitutional Court is carried out in
the same way as is carried out by the Judicial Commission of judges in the
court in general.

The independent supervisory institution must be regulated in the
Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 so that it has equality with
the Constitutional Court.
Keywords: External supervision of the Constitutional Court Judges of the

Republic of Indonesia.
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